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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahManusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalambentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia, dalamkehidupan di dunia manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisialam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Islamadalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal yang luput dari arahan danpetunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untukmenjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salahsatu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah thaharah yaitukesucian dan kebersihan (Yusmin Alim, 2006: 19).Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagaipenyakit, dengan demikian kita akan dapat bekerja dan beribadah denganlancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yangbertaqwa kepadaNya. Islam juga memperhatikan kebersihan lingkunganyang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagisekalian alam. Islam tidak akan membiarkan manusia merusak ataumengotori lingkungan sekitarnya, karena lingkungan itu sendiri akan sangatberpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya (YusminAlim, 2006: 20).Oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnyadengan menjaga kebersihan diri. Dalam surat al-A’raaf ayat 56 :
              
    Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik.
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Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk ibadahkita kepada Allah SWT karena Allah SWT menyukai keindahan dankeindahan itu bisa terwujud karena ada faktor kebersihan, tidak mungkinjika suatu tempat yang kotor akan terlihat indah. Kebersihan merupakan halyang utama dan mungkin semua orang bisa melakukannya akan tetapimerupakan hal yang sulit jika tidak dibiasakan sejak dini terutama dari dirisendiri. Jadi pola pembiasaan merupakan faktor yang paling penting jugadalam usaha menciptakan kebersihan lingkungan (Arif Sumantri, 2010: 9).Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

 …………          Artinya : …….. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan
orang-orang yang menyucikan atau membersihkan diri.

Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia.Sebaliknya, kotor akan membawa banyak akibat buruk dalam kehidupan.Orang yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat(lingkungannya) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalauorang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa terganggubaik oleh penyakit maupun akibat buruk lain seperti polusi udara,pencemaran air dan banjir. Bagaimana arahan dari ajaran Islam tentangmasalah kebersihan, Rasulullah saw melalui berbagai haditsnya mengajarkanagar umat Islam menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan. Baikkebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan (Yusmin Alim, 2006: 20).Salah satu hal yang paling sering muncul di masyarakat adalahmengenai sampah. Sampah memberi dampak yang sangat tidak baik bagilingkungan hal ini akan berdampak pada masyarakat yang berada disekitarnya. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampahdilakukan secara dumping tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistempembuangan sampah semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luasjuga menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air selain lahannya juga
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dapat menjadi tempat berkembang kuman dan penyakit menular (ArifSumantri, 2010: 10).Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif agar dapatmemberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagilingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 pasal 3 tentang Pengelolaansampah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asastanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asaskesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanaan dan asasnilai ekonomi (Irfan Harsya, Jurnal FISIP Volume 4 No. 1 Tahun 2017: 2).Sebagai pelaksanaannya pemerintah menetapkan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga danSampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungikesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinyakecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukungpembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kewenangan Pemerintah Daerahuntuk membuat suatu peraturan daerah juga diperkuat oleh Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 17 ayat (1) UUNo. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkankebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014).Berdasarkan uraian tersebut pemerintah daerah khususnyapemerintah Kabupaten atau Kota berhak untuk membuat suatu peraturandaerah yang berkenaan dengan pengelolaan sampah, hal ini dikarenakansampah telah menjadi masalah yang serius, terutama di kota-kota besartermasuk di Kota Padang. Kota Padang merupakan Ibu kota ProvinsiSumatera Barat yang menjadi pusat berbagai kegiatan, seperti perdagangan,pendidikan, pariwisata, perkantoran dan lain-lain. Hal tersebut menjadi salah
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satu penyebab tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Padangyang kemudian juga berdampak kepada meningkatnya volume sampah. Polakonsumsi masyarakat juga memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenissampah yang semakin beragam.Kota Padang berkomitmen untuk kembali mewujudkan kota Padangmenjadi kota yang bersih. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah KotaPadang yaitu dengan meluncurkan gerakan Padang Bersih. Kemudian padaawal tahun 2015 Pemerintah Kota Padang memberlakukan Peraturan DaerahKota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yangdibentuk dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih darisampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan danmenjadikan sampah sebagai sumber daya secara komprehensif dan terpadu(Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012).Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 juga mengatur ketentuanpidana mengenai sanksi terhadap orang yang membuang sampah tidak padatempatnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 61 Perda Kota PadangNo. 21 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengansengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dandisediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d (membuangsampah tidak pada tempat yang telah di sediakan dan di tentukan) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyakRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012Pasal 61).Berdasarkan pengamatan awal peneliti fakta yang terjadi di lapanganmasih banyak ditemukan sampah berserakan, membuang sampah tidak padatempatnya, membakar sampah dan mengais-ngais sampah di kontainersampah serta warga yang belum menaati perda sampah. Permasalahan iniharus segera bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Padang karena hal inimerupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Padang itu sendiri, karenakarena polemik atau permasalahan tentang pengelolaan sampah sangat
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krusial karena dapat mengurangi keindahan dan kebersihan Kota Padangsehingga kota dapat tercemar dari segi polusi udara maupun dari segikeindahan.Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan peraturandaerah tersebut. Wewenang untuk melaksanakan peraturan daerah beradapada Kepala Daerah. Menurut Bayu Suryaningrat sebagaimana yang dikutipoleh Arhjayati mengingat begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi olehKepala Daerah maka perlu dibentuk suatu wadah organisasi atau lembagayang dapat menampung dan melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, tugas-tugas pembantuan, khususnya yang menyangkut bidang pembinaanketentraman dan ketertiban (Arhjayati Rahim, Jurnal Al-Risalah Volume 13Nomor 1 Tahun 2013: 136).Berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa satuan polisi pamong prajadibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakanketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindunganmasyarakat. Oleh karena itu kewenangan untuk menegakkan Perda diembanoleh Satpol PP termasuk di dalamnya kegiatan pengawasan di lapangan sertapenindakan secara langsung terhadap para pelanggar perda tersebut (Pasal255 UU Nomor 23 Tahun 2014).Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiapmasyarakat. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak padapelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri (Yunasril Ali.2007: 244). Larangan membuang sampah yang terdapat di dalam Perda KotaPadang No. 21 Tahun 2012 harus ditegakkan karena penegakan Perdamerupakan awal terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruhmasyarakat. Tanpa penegakan hukum tidak akan memiliki makna. Olehkarena itu semua pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah danmasyarakat harus berperan aktif dalam penegakan hukum, salah satunya
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dengan menegakkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 agarpermasalahan sampah di Kota Padang dapat terselesaikan dengan baik.Dari latar belakang di atas melihat kenyataan di lapangan bahwasampah masih bertebaran di sejumlah lokasi, wajar saja masyarakatmeragukan ketegasan Pemko Padang terutama dipinggir-pinggir kotaPadang. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalambentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Buang Sampah

Sembarangan Dalam Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 Perspektif

Hukum Islam”.

1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas,maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanapenerapan Sanksi pidana buang sampah sembarangan dalam Perda KotaPadang No 21 Tahun 2012 perspektif  hukum Islam ?
1.3 Pertanyaan Penelitian1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 21Tahun 2012 tentang buang sampah sembarangan di Kota Padang?2. Kendal-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidanaterhadap pelanggaran buang sampah sembarangan di KotaPadang ?3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksipidana dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang buangsampah sembarangan di Kota Padang ?
1.4 Signifikan PenelitianPenelitian tentang penerapan Sanksi pidana buang sampahsembarangan dalam Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 perspektifhukum Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi dalampengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam.Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi
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fokus penelitian dan juga sebagai masukan bagi pemerintah dalampembuatan kebijakan di bidang pengelolaan sampah di Kota Padang dalamupaya menciptakan kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
1.5 Studi LiteraturDalam kajian kepustakaan ini penulis belum menemukan penelitianatau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Implementasi PerdaKota Padang No 21 TahUN 2012 tentang buang sampah sembarangan, namundemikian ada penelitian sebelumnya sedikit berkaitan dengan penulisanlakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh YON PUTRA yang berjudul
Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1197 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Yang membedakan penelitian inidengan penelitian sebelumnya adalah, Penelitian sebelumnya membahastentang lingkungan hidup, sedangkan penelitian ini membahas tentangkebersihan lingkungan di sekitar Kota Padang.
1.6 Kerangka TeoriKeberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberiankewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus danmengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraanPemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupaPeraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yaitu Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baikProvinsi maupun Kabupaten atau Kota (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah). Menurut Solly Lubis Sebagaimana yangdikutip oleh Prakoso Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkanoleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhisyarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum danmengikat. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilahperundang-undangan. Solly Lubis juga menambahkan bahwa pengertianperundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan
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dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan,pengesahan atau penetapan ahirnya pengundangan peraturan yangbersangkutan (Prakoso, 2007: 43).Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah PeraturanPerundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan dalam Pasal 1Angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Peraturan DaerahKabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentukoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota denganpersetujuan bersama Bupati atau Walikota. Ketentuan yang tercantum di atasdapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk membuatPeraturan Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah KabupatenKota (Amrah Muslimin, 2003: 42).Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatpersetujuan bersama dengan DPRD untuk penyelenggaraan otonomi yangdimiliki oleh daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Peraturan daerahpada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan di atas,dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerahyang dibuat oleh suatu daerah, baru mempunyai kekuatan mengikat setelahdiundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah, namun dalam asashukum pemberlakuannya tidak boleh bertentangan dengan PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi dan atau menyangkut kepentinganumum (Prakoso, 2007: 45).Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwaPeraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerahdengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formiltertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat.
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1.7 Metode PenelitianMetode Penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektifdan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawabmasalah (Soekanto dan Mamudji, 2006: 12). Adapun metode yang digunakandalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :1.7.1 Lokasi penelitianSesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikanpenerapan Sanksi pidana buang sampah sembarangan dalam Perda KotaPadang No 21 Tahun 2012 perspektif  hukum Islam maka penulis memilihlokasi penelitian di Kota Padang dikarenakan Kota Padang sudah memilikiperaturan daerah No 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah akantetapi fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan sampahberserakan, membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampahdan mengais-ngais sampah di kontainer sampah serta warga yang belummenaati Perda Sampah, menunjukan bahwa perda ini belum berjalanmaksimal.1.7.2 Jenis penelitianJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianlapangan (field research), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yangobjektif bertanya kepda satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi,sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti(Sugiyono, 2005: 2). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentangpandangan hukum Islam terhadap sanksi pidana didalam Peraturan DaerahKota Padang No 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.1.7.3 Sumber dataSumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber datatersebut yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti
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(Arikunto, 1991: 129). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian iniadalah :a. Sumber primerSumber primer merupakan sumber data yang memberikan datasecara langsung, atau sumber asli (tidak melalui media perantara). Dataprimer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to

date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannyasecara langsung (Nawawi, 2011: 117). Adapun sumber primer penelitian iniadalah pegawai Kantor Walikota Padang, Satpol PP Kota Padang danbeberapa masyarakat Kota Padang.b. Sumber sekunderSumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsungmemberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalammelakukan penelitian (Gulo, 2001: 64). Adapun sumber sekunder daripenelitian ini adalah lembaran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.1.7.4 Populasi dan sampel penelitiana. PopulasiPopulasi adalah keseluruhan objek penelitian yang berfungsi sebagaisumber data (Sudrajat 2001, 117). Populasi dalam penelitian ini adalahsemua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota PadangNomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang meliputipemerintahan Daerah Kota Padang dan seluruh masyarakat Kota Padang.b. SampelSampel adalah sebagian dari jumlah karektaristik yang dimiliki olehpopulasi. Penulis mentukan sampel dalam penelitian ini denganmenggunakan metode purposive sampling, yang dimaksud dengan purposivesampling ialah sampel dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.Penulis menentukan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor
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Walikota Padang, Satpol PP Kota Padang dan beberapa masyarakat KotaPadang.

1.7.5 Teknik Pengumpulan DataUntuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulismenggunakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan langkahsebagai berikut :a. ObservasiObservasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengajamengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti(Emzir 2001, 39). Metode ini  juga melakukan pengamatan langsung  ke objekpenelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.b. WawancaraWawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendiriandari seseorang secara lisan dengan cara bercakap-cakap sesuatu yang dialamiatau diketahui (Narwi 1990, 114). Langkah yang penulis lakukan adalahwawancara dengan pemerintah Kota Padang, Satpol PP dan beberapamasyarakat Kota Padang.c. DokumentasiDokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record,yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik(Moleung 2013, 216). Dokumentassi dalam penelitian ini penulis lakukandengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objekpenelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yangsedang diteliti oleh penulis.1.7.6 Analisis DataAnalisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematisdata yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
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diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2005: 334). Setelah dataterkumpul, penulis melakukan pengelompokkan data berdasarkan yangsedang diteliti. Kemudian penulis mengelola data-data yang diperolehtersebut dengan cara menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya,dan selanjutnya penulis membuat laporan penelitian sehingga menjadisebuah skripsi.


